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Abstrak : - Bahwa dalam rangka pengembangan, penataan dan 

pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko 

swalayan dan perkulakan di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dibutuhkan pengaturan perpasaran yang 

lebih terintegrasi, setara dan berkeadilan dalam upaya 

menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama 

yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap 

memperhatikan keberpihakan kepada koperasi, serta usaha 

mikro, kecil dan menengah dan penyelenggaraan pusat 

perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan di Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran 

Swasta, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan 

perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan saat 

ini, sehingga perlu disempurnakan.  
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- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan 

Umum, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, Pasokan dan 

Distribusi Barang, Standar Kualitas Barang dan Sistem 

Penjualan, Penyediaan dan Penataan Sarana Perpasaran, 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Tata 

Kelola Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, 

Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan 

Penutup. 

 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, 31 Mei 2018. 

- Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 

- 46 hlm. 

 


